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BAB 11
PENUTUP
1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian
dengan mengunakan teori, asas-asas hukum dan peraturan hukum positif maka
dapat disimpulkan bahwa.

Kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana
pemalsuan obat daftar G, selama ini yang dapat di tindak hanyalah para penjual
dan sales-sales obat palsu daftar G, para prodﬁsen obat palsu daftar G selama ini
tidak dapat di tindak oleh aparat penegak hukum karena produsen obat palsu
selama ini mempergunakan sistem beli putus yang menyebabkan aparat penegak
hukum kesulitan untuk menemukan produsen dari obat palsu. Dan kurang
koordinasinya antara pihak Kepolisian dan BPOM dalam menanggulangi tindak
pidana pemalsuan obat, hal ini terlihat dari seringnya Kepolisian melakukan
Pengawasan tanpa melibatkan BPOM.

2. Saran
Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran,
bahwa aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif, tidak hanya
memberikan sanksi pidana saja, tetapi juga memberikan penyuluhan kepada
masyarakat agar tidak menjual obat disarana yang tidak legal, serta koordinasi
antara pihak kepolisian dan BPOM harus di perbaiki agar terciptanya rasa

aman di masyarakat dalam mengkonsumsi obat.
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1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota )
untuk mendapat petunjuk seperiunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq.KepalaBadan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);

4. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

5. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut

di atas.



